
 

MENTERI DALAM NEGERI 

REPUBLIK INDONESIA 

 

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 20  TAHUN 2016 

TENTANG 
 

PENCABUTAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI  

DAN KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI  

BIDANG PEMBANGUNAN DAERAH TAHAP III 

 

 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA, 

 
 

Menimbang : a. bahwa beberapa Peraturan Menteri Dalam Negeri dan 

Keputusan Menteri Dalam Negeri bidang Pembangunan 

Daerah perlu dilakukan pencabutan karena 

bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan; 

  b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan 

Menteri Dalam Negeri tentang Pencabutan Peraturan 

Menteri Dalam Negeri dan Keputusan Menteri Dalam 

Negeri Bidang Pembangunan Daerah Tahap III; 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor Nomor 39 Tahun 2008 tentang 

Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916); 

  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5234); 

SALINAN 
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  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor 5587) 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5679); 

  4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 88 Tahun 2013 

tentang Pembentukan Produk  Hukum di Lingkungan 

Kementerian Dalam Negeri (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2013 Nomor 1601); 

  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 2015 

tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Dalam 

Negeri, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 69 Tahun 2015 tentang 

Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 43 Tahun 2015 tentang Organisasi Dan Tata 

Kerja Kementerian Dalam Negeri (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1667); 

 

 

                                  MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG 

PENCABUTAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI DAN 

KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI BIDANG 

PEMBANGUNAN DAERAH TAHAP III. 
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Pasal 1 

 

Dengan Peraturan Menteri ini, 4 (empat) Peraturan Menteri 

Dalam Negeri dan 2 (dua) Keputusan Menteri Dalam Negeri 

bidang Pembangunan Daerah dicabut dan dinyatakan tidak 

berlaku, sebagai berikut:  
 

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2007 

tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan 

Perkotaan. 

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2008 

tentang Pedoman Perencanaan Kawasan Perkotaan. 

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 

tentang Pedoman Pengelolaan Sampah. 

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2013 

tentang Pedoman Pembangunan Wilayah Terpadu. 

5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2000 

tentang Penetapan Status Ruas-Ruas Jalan Sebagai 

Jalan Propinsi, karena batal demi hukum. 

6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2003 

tentang Pedoman Pengaturan Wewenang, Tugas Dan 

Tanggung Jawab Lembaga Pengelola Irigasi Propinsi Dan 

Kabupaten/Kota telah diatur dalam Peraturan Menteri 

Pekerjaan Umum Nomor 293 Tahun 2014 tentang 

Penetapan Status Daerah Irigasi Yang Pengelolaannya 

Menjadi Wewenang Dan Tanggungjawab Pemerintah, 

Pemerintah Provinsi Dan Pemerintah Kab/Kota. 
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Pasal 2 

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Menteri ini dengan 

penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. 

 

 

Ditetapkan di Jakarta 

pada tanggal 19 April 2016 

 

MENTERI DALAM NEGERI 

REPUBLIK INDONESIA, 

ttd 

    TJAHJO KUMOLO 

 

 

Diundangkan di Jakarta 

pada tanggal 25 April 2016 

 

DIREKTUR JENDERAL  

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  

REPUBLIK INDONESIA, 

                ttd 

WIDODO EKATJAHJANA  

 

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 619. 

  Salinan sesuai dengan aslinya 

       KEPALA BIRO HUKUM, 

 

 ttd 
 

       W. SIGIT PUDJIANTO 
              NIP. 19590203 198903 1 001. 

 

 
 


